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DINAMIKA PENJATUHAN TALAK MELALUI 
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HUKUM KELUARGA ISLAM 
 
Abstract: This article aims to describe the 
paradigm of Islamic family law reform against the 
dynamics of the imposition of divorce through 
WhatsApp  media, one of the problems often faced 
in various divorce cases. This paper is classified as 
a qualitative type, with the approach used being 
library research. Data analysis was carried out 
using descriptive-analytical techniques. The 
results of this article indicate that the adoption of 
divorce via WhatsApp according to most legal 
scholars is valid with the qiyas approach as the 
delivery of divorce through writing in the form of 
a letter. Meanwhile, in the paradigm of reforming 
Islamic family law in Indonesia, the imposition of 
divorce via WhatsApp  is considered invalid, 
considering that the validity of the divorce is only 
recognized when it is sworn in before the court. 
This paradigm is based on various efforts to 
achieve the benefit, especially to avoid arbitrary 
actions by the husband against his wife 
unilaterally in terms of imposing divorce and 
obtaining legal legality. 
Keywords: Divorce via WhatsApp, Islamic Family 
Law. 
Abstrak: Artikel ini bertujuan menggambarkan 
paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam 
terhadap dinamika penjatuhan talak melalui media 
WhatsApp  yang menjadi salah satu persoalan yang 
seringkali dihadapi pada berbagai kasus perceraian. 
Tulisan ini tergolong ke dalam jenis kualitatif dengan 
pendekatan yang dipakai adalah studi kepustakaan 
(library research). Analisis data dilakukan dengan 
teknik deskriptif-analisis. Hasil penulisan artikel ini 
menunjukkan bahwa penjatuhan talak melalui 
WhatsApp  dalam pandangan jumhur ulama 
hukumnya sah dengan argumentasi pendekatan qiyas 
sebagaiman penjatuhan talak melalui tulisan berupa 
surat. Sementara dalam paradigma pembaharuan 
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hukum keluarga Islam di Indonesia, penjatuhan talak 
melalui WhatsApp  dihukumi tidak sah, mengingat 
keabsahan talak hanya diakui ketika diikrarkan di 
hadapan sidang pengadilan. Paradigma ini didasarkan 
pada berbagai upaya meraih kemaslahatan, terutama 
dalam usaha menghindari tindakan semena-mena 
suami terhadap isteri secara sepihak dalam hal 
menjatuhkan talak dan juga untuk mendapatkan 
legalitas hukum, maka kehadiran ulil amri melalui 
sidang pengadilan dinilai sejalan dengan nilai-nilai 
kemaslahatan. 




Pernikahan merupakan suatu peristiwa akad yang luhur 
dan sakral bagi setiap insan laki-laki dan perempuan yang 
hendak memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, untuk 
bersama-sama membangun keluarga yang kelal dan bahagia. 
Oleh sebab itu, secara esensial pernikahan yang ideal, adalah 
pernikahan yang berlangsung untuk selama-lamanya. 
Berdasarkan pandangan inilah, maka sejatinya pernikahan, 
dilakukan tidak untuk dalam jangka waktu tertentu saja, 
melainkan untuk selamanya sampai ajal kematian datang 
menjemput. Dengan demikian, setiap pasangan rumah tangga 
tentu akan berusaha untuk mempertahankan ketuhan rumah 
tangganya agar tetap berlangsung dengan penuh harmonis 
sehingga mampu mencapai kehidupan keluarga yang bahagia 
sebagaimana yang diidamkan oleh setiap pasangan.  
Namun demikian, keberlangsungan kehidupan rumah 
tangga tidak lah selalu berjalan mulus seperti harapan, 
adakalanya bahtera rumah tangga diterpa oleh gelombang 
permasalahan, berupa datangnya berbagai konflik yang 
terkadang tidak kunjung selesai, hingga pada akhirnya berujung 
dengan perceraian. Oleh karena itu, penting bagi setiap 
pasangan yang hendak menikah, untuk memahami secara 
mendalam tentang dinamika pernikahan sebagai bekal untuk 
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menjaga keutuhan rumah tangganya.1 Karena itu setiap 
pasangan perlu juga dibekali diberikan pemahaman bagaimana 
menghadapi konflik yang seringkali timbul dalam kehidupan 
rumah tangga, dimana pada puncaknya konflik tersebut bisa 
berujung pada adanya perceraian. 
Perceraian di dalam Islam memang bukanlah sesuatu yang 
bersifat terlarang, namun demikian, perceraian harus 
didudukkan sebagai pintu terakhir dari penyelesaian konflik 
rumah tangga manakala tidak ditemukan lagi jalan keluarnya. 
Meskipun tidak dilarang, perceraian dinilai sebagai sesuatu yang 
sangat dibenci oleh Allah Swt. Perceraian yang dalam hukum 
Islam diposisikan sebagai alaternatif terakhir untuk mengakhiri 
konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, disyari’atkannya hukum 
perceraian, melalui kebolehan menjatuhkan talak bagi suami 
terhadap isteri, memiliki banyak hikmah, di antaranya adalah 
adanya dinamika konflik kehidupan rumah tangga yang 
terkadang menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan 
pembentukan rumah tangga dan bahkan konflik tersebut 
potensial mengundang banyak kemadharatan bagi banyak 
pihak, maka talak menjadi langkah solusi yang terpaksa harus 
dilakukan. 
Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, terutama di 
bidang informasi dan komunikasi, fenomena terjadinya talak 
pun turut mengalami evolusi dan perubahan. Jika dahulu pada 
masa jauh sebelum kemajuan teknologi berkembang, talak 
hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang bersifat 
konvensional, yaitu suami mengucapkan kata-kata talak secara 
langsung atau paling tidak dengan menggunakan tulisan pada 
sehelai kertas, namun di era modern seperti sekarang, talak 
tidak hanya dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional 
tadi, melainkan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
berbagai media teknologi-komunikasi seperti melalui SMS, 
WhataApp, BBM dan berbagai aplikasi pesan lainnya.2 Meskipun 
masih menjadi banyak perdebatan dan topik menarik dari 
                                                                
1Budhy Prianto, et al., “Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab 
Perceraian,” Jurnal Komunitas, Vo. 5. No. 62 (2013), 210. 
2Hafidhul Umami, “Akurasi Whatsapp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak,” 
Jurnal Pikir, Vol. 3. No. 2 (2017), 89. 
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berbagai kajian para ahli, namun keberadaan penjatuhan talak 
melalui penggunaan media teknologi-komunikasi, merupakan 
sebuah permasalahan yang tidak bisa dihindarkan. Berbagai 
fakta penjatuhan talak melalui media teknologi-komunikasi, di 
Indonesia sendiri sudah banyak dilakukan oleh pasangan rumah 
tangga dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka. 
Beberapa kasus perceraian yang banyak menyita 
perhatian publik karena dilakukan dengan cara-cara yang 
mengadaptasi kemajuan teknologi-komunikasi adalah kasus 
perceraian Aceng Fikri (mantan bupati Garut), dengan seorang 
perempuan yang bernama Fani Oktora yang dinikahinya secara 
sirri. Aceng Fikri dikabarkan telah menceraikan istrinya melalui 
pesan singkat telepon genggam. Kemudian kasus lainnya adalah 
perceraian yang dialami oleh Tata Janeta yang mengaku telah 
ditalak oleh suaminya bernama Mehdi Zati melalui pesan 
singkat SMS. Selanjutnya musisi kondang bernama Ahmad 
Dhani, juga mengakui telah menceraikan istrinya Maia Estianty 
melalui media pesan SMS pada tahun 2006. Dhani mengatakan 
melalui pesan SMSnya dengan kalimat “mulai hari ini, saya 
haramkan tubuhku menyentuh tubuhmu”.3 
Berbagai kasus perceraian tersebut menjadi sangat 
kontroversial mengingat perceraian melalui media teknologi-
komunikasi memang belum begitu populer. Namun demikian, 
fakta yang ditunjukkan oleh kasus-kasus tersebut telah 
menunjukkan bahwa fenomena penjatuhan talak melalui media 
teknologi-komunikasi telah menjalar di Indonesia.4 
Berdasarkan fenemona sebagaimana telah dikemukakan di atas, 
artikel ini diarahkan untuk melakukan kajian secara mendalam 
mengenai persoalan penjatuhan talak melalui media WhatsApp  
dalam paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam di 
Indonesia. Penjatuhan talak melalui media WhatsApp  
merupakan hal yang sangat mungkin terjadi sebagai bagian dari 
dinamika perceraian di Indonesia, mengingat WhatsApp  itu 
                                                                
3Imam Kamaluddin and Indrayana Nugraha, “Perceraian Melalui Media Elektronik 
(SMS) dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam,” Jurnal Ijtihad 13, no. 1 (2019): 
4. 
4Desi Asmaret, “Perceraian Melalui Media Sosial,” Jurnal Menara Ilmu XII, no. 6 (2018): 
65. 
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sendiri merupakan suatu perangkat komunikasi yang banyak 
dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat pengguna Smartphone 
di dunia modern saat ini. Karena itu, penjatuhan talak dengan 
memanfaatkan aplikasi WhatsApp  sebagai hal yang sangat 
potensial terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka 
dibutuhkan suatu pandangan terutama dari aspek kajian hukum 
Islam terhadap status hukum penjatuhan talak melalui media 
aplikasi Smartphone tersebut. Dalam melakukan pemecahan 
masalah penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 
library research atau penelitian kepustakaan. Secara praktis 
pendekatan ini akan menela’ah secara mendalam dari sudut 
pandang kajian Fiqh kontemporer terhadap status hukum 
penjatuhan talak melalui media WhatsApp. Sejalan dengan 
pendekatan tersebut, maka jenis data yang diperlukan adalah jenis 
data kualitatif atau data-data yang bersifat deskriptif, uraian dan 
penjelasan terhadap permasalahan talak dengan menggunakan 
media WhatsApp. Kemudian data tersebut dianalisis dengan 
memakai teknik deskriptif-analisis yang dilaksanakan dengan 
mengadakan penela’ahan dan pemahaman terhadap berbagai 
sumber data yang sudah terkumpul, untuk mendapatkan 
kesimpulan hasil penelitian dari proses analisis yang telah 
dilakukan, berkenaan dengan sudut pandang fiqh kontemporer 
terhadap status hukum penjatuhan talak melalui WhatsApp .  
Kajian berkenaan dengan penjatuhan talak melalui media 
WhatsApp sebenarnya dapat ditelusuri dari beberapa hasil 
kajian yang telah dilakukan para ahli sebelumnya, di antaranya 
adalah Hafidhul Umami yang dalam hasil kajiannya 
mengemukakan bahwa bahwa penjatuhan talak melalui 
WhatsApp dapat dihukumi sah dan diperbolehkan serta 
memiliki akurasi keabsahan hukum. Perspektif yang digunakan 
oleh Umami adalah Istihsan dengan pendekatan Ijtihad bi al-
Ra’yi yang mengandalkan nalar pemikiran untuk memutus 
perkara hukum.5 Karena itu kajian yang dilakukan oleh Umami 
secara mendasar memiliki perbedaan dengan kajian yang 
dikembangkan dalam penelitian ini yang lebih terfokus pada 
kajian terhadap paradigma pembaharuan terkait penjatuhan 
                                                                
5 Umami, “Akurasi Whatsapp, 106. 
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talak melalui WhatsApp dalam hukum keluarga Islam. Kajian 
lainnya adalah dilakukan oleh Desi Asmaret yang menyoroti 
persoalan mengenai penjatuhan talak melalui media sosial, 
termasuk melalui WhatsApp. Hasil kajian Asmaret mengungkap 
bahwa penjatuhan talak melalui media sosial dapat dihukumi 
jatuh dalam sudut pandang hukum syara’, meskipun demikian 
dalam hukum positif tidak langsung jatuh karena harus 
diikrarkan terlebih dahulu di hadapan pengadilan.6 Kajian 
Asmaret ini lebih bersifat umum yang diarahkan pada semua 
media sosial dan juga tidak secara mendalam melihat 
penjatuhan talak melalui media sosial sebagai suatu dinamika 
perceraian yang terus berkembang dan menuntut adanya 
pembaharuan hukum. Karena itu kajian Asmaret memiliki 
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini. 
Kemudian kajian yang juga masih memiliki keterkaitan dengan 
tulisan ini adalah kajian yang dilakukan oleh Adang Djumhur 
Salikin tentang talak melalui media SMS dalam sudut oandang 
Ibnu Hazm. Hasil kajian ini mengungkap bahwa menurut 
pendapat Ibnu Hazm, talak melalui SMS atau media surat lainnya 
tidak dihukumi sah dalam arti tidak jatuh talak dengan alasan 
talak tersebut tidak dilapadzkan secara lisan.7 Kajian Djumhur 
Salikin ini memiliki perbedaan terutama dari perspektif yang 
digunakan dimana Djumhur Salikin menggunakan sudut 
pandang tokoh ulama sementara kajian yang dilakukan dalam 
penelitian ini mencoba melihat talak sebagai suatu dinamika 
perceraian yang terus berkembang dan perlu untuk direspon 
sebagai langkah dalam melakukan pembaharuan dalam hukum 
keluarga Islam. Dengan demikian, beberapa kajian pustaka 
terdahulu sekalipun masih mengkaji tema yang serupa, namun 
arah kajian dan fokus yang dikembangkan berbeda dengan 
penelitian ini. Selain itu bahwa penelitian ini hadir dengan 
tujuan untuk mengungkap bagaimana paradigma pembaharuan 
hukum keluarga Islam dalam menyoroti dinamika penjatuhan 
talak melalui media WhatsApp  sebagai bagian dari isu yang 
                                                                
6 Asmaret, “Perceraian Melalui, 64.  
7 Adang Djumhur Salikin, et al., “Talak Melalui, 292. 
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terus berkembang dalam dinamika hukum perceraian di 
Indonesia. 
WhatsApp  sebagai Media Penjatuhan Talak di Era 
Kecanggihan Teknologi Informasi-Komunikasi 
Perkembangan dunia teknologi di era modern yang terus 
mengalami perkembangan dan semakin maju menjadi sesuatu 
hal yang tidak dapat dielakkan lagi kehadirannya dalam 
kehidupan saat ini.  Bahkan menurut John Naisbitt sebagaimana 
dikutip oleh Husnul Yaqin mengemukakan, bahwa kemajuan 
teknologi saat ini telah berhasil mengarahkan masyarakat 
memasuki zona mabuk teknologi. Hal ini menurutnya dapat 
diidentifikasi dari berbagai gejala sosiologis yang ditunjukkan, 
seperti di antaranya: 1) masyarakat lebih cenderung menyukai 
mekanisme penyelesaian masalah dalam kehidupan secara 
cepat atau instan; 2) masyarakat telah berada pada suatu 
kondisi berupa ketakutan sekaligus memuja teknologi; 3) 
masyarakat telah mengaburkan perbedaan antara yang nyata 
dan semu; 4) saat ini masyarakat telah menerima kekerasan 
sebagai sesuatu yang wajar; 5) mencintai teknologi dalam wujud 
mainan; dan 6) menjalani suatu kehidupan yang berjarak.8 
Indikasi sosiologis tersebut semakin mempertegas, bahwa 
kondisi masyarakat modern saat ini telah terikat dengan 
teknologi dalam berbagai lini kehidupannya. Sehingga sulit 
kehadiran teknologi benar-benar sulit dilepaskan dari 
kehidupan manusia modern. 
Salah satu buah daripada perkembangan teknologi-
komunikasi adalah perangkat komunikasi berupa pesan 
WhatsApp  biasa disingkat dengan “WA”, yakni suatu aplikasi 
pesan yang terdapat dalam Smartphone. WhatsApp  sebenarnya 
jenis aplikasi yang berfungsi untuk melangsungkan proses 
komunikasi berupa pesan.9 Aplikasi pesan ini memudahkan 
para penggunanya dalam mendapatkan kemudahan akses guna 
keberlangsungan komunikasi. Penggunaan WhatsApp  ini telah 
menjalar di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia dan 
                                                                
8Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media 
Telepon,” Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 12. No. 2, (2020), 163. 
9Umami, “Akurasi Whatsapp., 102. 
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banyak digunakan setiap orang dalam melangsungkan proses 
komunikasi.10 
Sebagai media komunikasi, WhatsApp  juga banyak 
digunakan dalam lingkup menjalin komunikasi hubungan 
rumah tangga. Bahkan penggunaan WhatsApp  dalam kehidupan 
rumah tangga, dewasa ini telah memasuki ranah aktivitas yang 
memiliki implikasi hukum, seperti berkenaan dengan masalah 
perceraian seperti penjatuhan talak melalui WhatsApp. Karena 
itu, di era modern ini ungkapan penjatuhan talak tidak hanya 
dilakukan melalui ucapan lisan saja, akan tetapi juga melalui 
media WhatsApp yang sekaligus telah menjadi fenomena 
kontemporer bagi dinamika perceraian di Indonesia. Dari 
sinilah kemudian muncul masalah-masalah baru, di antaranya 
mengenai keabsahan status hukum penjatuhan talak yang 
dilakukan melalui media WhatsApp,  baik dari sisi hukum positif 
maupun dari sudut pandang Fikih Islam. Implikasi hukum 
tersebut tentunya adalah terjadinya perceraian sebagai jalan 
mengakhiri kehidupan rumah tangga.  
Dalam istilah umum, perceraian sebenarnya dapat 
diartikan dengan putusnya sebuah ikatan perkawinan. Melalui 
perceraian inilah, ikatan perkawinan tersebut menjadi terlepas 
sehingga hubungan suami dan isteri menjadi berakhir karena 
terputus. Sementara dalam Fikih Islam, istilah yang disejajarkan 
dengan peceraian ini adalah “talak”, yaitu melepaskan atau 
membebaskan (pelepasan suami terhadap isterinya).11 
Perceraian merupakan pilihan dan alternatif terakhir dalam 
menyelesaikan konflik keluarga dan memang diperbolehkan 
hukumnya, meskipun sangat tidak disarankan dan termasuk ke 
dalam salah satu hal yang sangat dibenci Allah Swt, sebagaimana 
disebutkan dalam hadits nabi Muhammad Saw bahwa “Perkara 
halal yang dibenci Allah adalah perceraian (talak)” (H.R. Ibnu 
Majah). 
                                                                
10Trisnani, “Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi dan Kepuasan dalam 
Penyampaian Pesan di Kalangan Tokoh Masyarakat,” Jurnal Komunikasi, Media dan 
Informatika, Vol. 6.No. 3, (2017), 2. 
11Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Hukum, 
Vol. X. No. 4, (2012), 417. 
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WhatsApp sebagai buah dari perkembangan teknologi-
komunikasi telah memasuki berbagai lini kehidupan manusia 
modern saat ini, termasuk ke dalam masalah-masalah rumah 
tangga seperti penjatuhan talak. Penggunaan WhatsApp  sebagai 
media penjatuhan talak dewasa ini, berdasarkan pemaparan 
sebagaimana telah dikemukakan di atas, bukanlah suatu hal 
yang mustahil, mengingat kehadiran WhatsApp saat ini sudah 
banyak dikenal oleh masyarakat dan banyak dimanfaatkan 
sebagai media komunikasi, bahkan telah memasuki ke dalam 
hal-hal yang memiliki implikasi hukum seperti pesan 
penjatuhan talak. Meskipun WhatsApp  dapat dijadikan sebagai 
sarana atau media dalam menjatuhkan talak, namun penjatuhan 
talak melalui sarana ini dinilai mengandung banyak 
permasalahan, bukan hanya terhadap status hukum perceraian 
sebagai implikasi hukum yang ditimbulkannya, namun juga 
bersinggungan dengan prinsip-prinsip etis dan dipandang tidak 
beradab. Hal ini dikarenakan penjatuhan talak melalui media 
WhatsApp dinilai kurang begitu memberikan penghormatan 
terhadap harkat dan martabat kaum wanita yang semestinya 
juga harus diperlakukan secara baik. Selain itu, bahwa persoalan 
talak merupakan masalah yang sangat serius dan tidak bisa 
dilakukan secara sepele, mengingat hal tersebut menyangkut 
nasib dan status hukum bagi seorang isteri yang dijatuhi talak 
oleh suaminya dan berimplikasi hukum terjadinya perceraian. 
Penjatuhan Talak Melalui WhatsApp  dalam Sudut Pandang 
Hukum Perkawinan Indonesia 
Talak merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan 
dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan. Karena talak 
adalah suatu tindakan hukum, maka tentu memiliki implikasi 
hukum. Dalam hal ini, implikasi hukum yang dimaksud adalah 
terjadinya perceraian atau putusnya hubungan perkawinan. 
Dengan demikian dapat dipahami, bahwa ikatan perkawinan 
dapat diakhiri dengan jalan menjatuhkan talak. Biasanya kondisi 
ini terjadi apabila konflik keluarga yang terjadi sudah tidak 
dapat lagi diatasi dan kehidupan rumah tangga tidak dapat 
dipertahankan. Persoalan mengenai perceraian melalui jalan 
penjatuhan talak ini sebenarnya telah diatur baik di dalam 
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hukum Islam (fiqh) maupun hukum positif (hukum perkawinan 
Indonesia). Dalam istilah hukum positif, putusnya hubungan 
perkawinan melalui perceraian karena dijatuhkannya talak oleh 
suami terhadap istri diistilahkan dengan sebutan “cerai talak”. 
Sementara sebaliknya apabila kehendak perceraian itu datang 
dari pihak isteri, dan mengajukannya ke pengadilan, maka 
istilah yang diberikan adalah “gugat cerai”. Kemudian selain itu, 
jatuhnya talak juga bisa terjadi karena pelanggaran perjanjian 
taklik talak oleh suami.12 Atas pelanggaran perjanjian tersebut, 
istri kemudian mengajukannya ke pengadilan. 
Secara yuridis, masalah perceraian sebenarnya telah 
diatur di dalam hukum perkawinan Indonesia, baik yang 
terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 38 
huruf b undang-undang perkawinan dan dalam KHI Pasal 113, 
keduanya menerangkan perihal beberapa sebab yang dapat 
mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu adanya kematian, 
perceraian, dan putusan pengadilan. Melihat ketentuan 
sebagaimana terkandung dalam  pasal tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa secara garis besar terdapat tiga perkara yang 
dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu karena 
kematian, perceraian dan adanya putusan pengadilan. Lebih 
lanjut undang-undang perkawinan juga merumuskan 
pengaturan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 
undang-undang perkawinan, yang memuat rumusan bahwa 
perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang 
pengadilan, itupun setelah para pihak tidak berhasil 
didamaikan. Selain itu juga pasal ini memuat rumusan bahwa 
perceraian dapat dilakukan kalau memiliki cukup alasan yang 
kuat berkenaan dengan tidak adanya harapan para pihak untuk 
kembali rukun. Rumusan dalam bunyi pasal ini, nampaknya 
proses penjatuhan talak dalam hukum perkawinan Indonesia 
harus dilakukan di muka pengadilan. Dalam hal ini seorang 
suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya karena 
ingin menceraikannya, harus mengajukan perkaranya ke 
                                                                
12Dahwadin, et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di 
Indonesia,” Jurnal Yudisia, Vol. 11.No. 1, (2020), 89. 
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pengadilan dengan alasan-alasan yang juga harus dinilai cukup 
untuk dipertimbangkan sebagai alasan dalam mengakhiri 
rumah tangga. Dalam hal ini Undang-undang perkawinan 
nampaknya memiliki kecenderungan mempersulit dan 
memberikan ruang sempit bagi terjadinya perceraian.13 Dengan 
demikian, secara jelas sebenarnya hukum perceraian di 
Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya 
perceraian.14 Hal ini bisa dipahami mengingat perceraian 
memiliki sejumlah dampak negatif terutama dalam hal 
potensinya menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, 
menimbulkan perselisihan terhadap hak asuh anak, dan yang 
lebih penting anak dapat terkena dampak psikologis seperti 
broken home karena orang tuanya bercerai. 
Berkenaan dengan alasan-alasan yang cukup untuk 
mengajukan perkara perceraian ke pengadilan. Dalam KHI Pasal 
116 sebenarnya sudah disebutkan secara jelas. Alasan-alasan 
tersebut meliputi beberapa hal berikut: a) Di antara pihak, salah 
satunya berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi dan lain-lain 
yang sulit untuk disembuhkan; b) Secara tanpa ijin dan tanpa 
alasan yang sah, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 
selama kurun waktu dua tahun berturut-turut; c) Salah satu 
pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau 
hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung; d) 
Adanya tindak kekejaman atau penganiayaan berat yang 
dilakukan salah satu pihak dan membahayakan pihak lain; e) 
Salah satu pihak terkena cacat badan atau suatu penyakit yang 
berakibat pada tidak mampunya melaksanakan kewajibannya 
sebagai suami-isteri; f) Terjadi perselisihan dan pertengkaran 
antara suami dan istri yang tidak ada harapan untuk kembali 
hidup rukun; g) Adanya pelanggaran ta’lik talak oleh suami; h) 
Berpindah agama atau murtad yang mengakibatkan timbulnya 
ketidak-harmonisan dalam kehidupan rumah tangga. 
Berbagai syarat tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi 
hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang datang ke 
                                                                
13Azizah, “Analisis Perceraian., 416. 
14Mudzakkir, “Cerai di Depan Sidang Pengadilan: Spectrum Siyasah Syar’iyah, 
Kepastian Hukum Dan Perlindungan Terhadap Perempuan,” Jurnal Aktualita. Vol. 
2.No. 2, (2019), 713. 
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pengadilan. Apa yang dirumuskan dalam pengaturan hukum 
perceraian di Indonesia, sebenarnya sudah cukup memberikan 
kehati-hatian dalam hal perkara perceraian. Dari sisi alasan 
misalnya, pengaturan hukum yang ada sudah cukup 
memberikan batasan mengenai alasan apa saja yang bisa 
dijadikan dasar untuk memutuskan perkara perceraian. Alasan-
alasan ini dibuat tentu dengan mempertimbangkan kebaikan 
semua pihak, terutama suami dan isteri sebagai pihak yang 
secara langsung berhadapan dengan perkara perceraian.  
Sebagaimana dikemukakan bahwa penjatuhan talak dalam 
kerangka hukum positif harus dilakukan di hadapan sidang 
pengadilan. Istilah talak itu sendiri sebenarnya dapat ditemukan 
di dalam KHI pada Pasal 117, yang dimaknai sebagai ikrar suami 
di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab 
putusnya perkawinan. Senada dengan apa yang dirumuskan 
dalam undang-undang perkawinan mengenai talak di hadapan 
pengadilan, KHI juga memberikan rumusan yang serupa 
sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan KHI Pasal 115. 
Dengan demikian, pengaturan hukum positif terhadap perkara 
penjatuhan talak di hadapan pengadilan sesungguhnya semakin 
mempertegas, bahwa perceraian hukum perkawinan yang 
diberlakukan di Indonesia, dilaksanakan dengan penuh kehati-
hatian dan tidak sembarangan serta harus mendapatkan 
legalitas hukum yang berlaku. Pasal berkenaan dengan ikrar 
talak di hadapan pengadilan ini juga oleh sebagian kalangan 
dinilai sebagai refresentasi dari prinsip persaksian di hadapan 
hukum, karena itu dalam menjatuhkan talak harus lah 
disaksikan oleh majelis hakim, sehingga dapat lebih 
dipertanggung-jawabkan. Oleh sebab itu, penjatuhan talak di 
hadapan pengadilan sebagaimana telah dirumuskan dalam 
undang-undang perkawinan dan KHI, dinilai telah 
mencerminkan prinsip meraih maslahat bagi penegakan hukum 
keluarga di Indonesia.15 Selain itu, materi hukum mengenai 
penjatuhan talak di hadapan sidang pengadilan, di samping 
untuk memberikan perlindungan hukum terutama bagi kaum 
                                                                
15H. Zainul Mu’ien Husni, “Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak di Hadapan 
Pengadilan Agama dalam UU No. 1/1974,” Jurnal Hakam, Vol. 01.No. 1. (2017), 140. 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 11, Nomor 01, Juni 2021 
 
perempuan agar tidak diperlakukan semena-mena, juga untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap istri dan anak-anak 
karena adanya keabsahan hukum yang dilegitimasi oleh negara 
serta mewujudkan kehidupan berbangsa yang tertib 
administratif.16 Hal ini tentu sejalan dengan prinsip penegakan 
hukum di Indonesia dimana persoalan perlindungan hukum, 
kepastian hukum, ketertiban dan keadilan yang merupakan 
bagian di anatara tujuan hukum yang harus diwujudkan. 
Melihat berbagai pengaturan sebagaimana disampaikan 
pada penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa dalam 
hukum perceraian Indonesia, perkawinan dapat putus 
dikarenakan karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan 
putusan pengadilan. Dalam hal penjatuhan talak, hukum positif 
mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan 
sidang pengadilan dengan berbagai alasan-alasan yang cukup 
serta dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Maka 
dari itu, apabila merujuk pada ketentuan pengaturan hukum 
perkawinan tersebut, maka penjatuhan talak yang dilakukan 
melalui media WhatsApp dalam sudut pandang hukum 
perkawinan Indonesia, dinilai tidak memiliki keabsahan, karena 
dilakukan di luar sidang pengadilan. Penjatuhan talak di luar 
pengadilan tidak sejalan dengan berbagai ketentuan hukum 
perceraian sebagaimana terdapat dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan tentang hukum perkawinan di Indonesia. 
Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Terhadap 
Status Hukum Penjatuhan Talak Melalui Media WhatsApp  
Sebelum lebih jauh menyoal bagaimana paradigma 
pembaharuan hukum keluarga Islam mengenai penjatuhan 
talak melalui media WhatsApp, perlu terlebih dahulu 
disampaikan makna talak itu sendiri dalam hukum Islam. Secara 
etimologis, kata “talāk” berasal dari akar kata itlāq yang berarti 
“melepaskan ikatan”atau juga bisa berarti “meninggalkan”. 
Secara etimologis, talāk bermakna “melepaskan status 
pernikahan”. Karena itu, dalam terminologi shara’, talak 
                                                                
16Yulia Fitri, Jamaluddin, dan Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut 
Pendapat Ahli Fikih Islam,” Jurnal Suloh, Vol. 7.No. 1.  (2019), 50. 
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diartikan sebagai tindakan memutuskan atau membatalkan 
ikatan perkawinan.17 Dengan demikian, talak yang dalam bahasa 
Indonesia dikenal dengan istilah perceraian, memiliki arti 
lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. 
Tindakan melepaskan ikatan perkawinan tersebut datang dari 
pihak suami dengan kata-kata beupa sighat tertentu atau 
memiliki makna mengakhiri hubungan perkawinan. Oleh sebab 
itu dalam istilah Fikih, kata “talāk” adakalanya bermakna umum, 
yakni segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan 
oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian 
yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya suami atau 
isteri. Selain itu talak juga terkadang memiliki arti khusus yaitu 
“perceraian yang dijatuhkan oleh suami”.18 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami, bahwa 
talak memiliki makna melepaskan ikatan perkawinan yang 
terjadi akibat pernikahan yang sah. Pelepasan ikatan 
perkawinan tersebut terjadi melalui tindakan penjatuhan talak. 
Dalam hal ini Allah Swt telah memberikan tuntunan mengenai 
perkara talak sebagaimana terdapat dalam kandungan hukum 
al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229. Kemudian kalau dilihat dari 
sisi hak dan kewajiban, talak sebenarnya hak laki-laki. Maka dari 
itu, tidak lah mengherankan apabila Islam telah menjadikan hak 
talak di tangan laki-laki. Mengapa demikian, ini tidak lain karena 
laki-laki didudukkan sebagai imam di dalam kehidupan rumah 
tangga. Perceraian dalam kehidupan rumah tangga menjadi 
bagian daripada dinamika yang terjadi di dalamnya. Karena itu, 
berbagai sebab yang dapat memicu terjadinya perceraian juga 
sangat dinamis. Dalam hal ini, Fikih telah memberikan 
gambaran mengenai berbagai perkara yang dapat memicu 
terjadinya perceraian, di antaranya adalah: terjadinya tindakan 
nushūz yang datang baik dari pihak istri maupun suami, 
terjadinya perselisihan berkelanjutan dan tidak mungkin dapat 
dirukunkan (shiqāq), adanya perbuatan zina (fākhishah) yang 
datang dari salah satu pihak menimbulkan saling tuduh 
                                                                
17Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian 
(Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon),” Jurnal Tahkim, Vol.  XI.No. 1, 
(2015), 51. 
18Muhammad Syafiuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17. 
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menuduh di antara keduanya.19 Permasalahan nushūz di dalam 
keluarga, menjadi perdebatan di kalangan para ahli, terutama 
berkenaan dengan perdebatan tentang nushūz suami terhadap 
isteri yang sampai saat ini masih diperselisihkan. Namun 
demikian perlu dipahami, bahwa nushūz bisa menjadi salah satu 
hal yang dapat memicu terjadinya perceraian. Nushūz itu sendiri 
secara umum merupakan pelanggaran komitmen bersama 
terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan 
suami isteri. Pelanggaran komitmen tersebut mengakibatkan 
adanya ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga, 
dan pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya perceraian.20 
Islam sebagai agama paripurna, sebenarnya telah 
memberikan pengaturan mengenai masalah perceraian. Dalam 
Fikih Islam sendiri, telah ditetapkan berbagai syarat dalam hal 
seorang suami menjatuhkan talak terhadap isterinya. Oleh 
sebab itu, menurut fiqh Islam, talak dianggap sah dan jatuh 
apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 
Berbagai syarat tersebut secara teknis ada yang berkenaan 
dengan suami, isteri, dan juga berkenaan dengan sighat. Untuk 
lebih jelasnya, berbagai syarat tersebut dapat dilihat sebagai 
berikut: Pertama, syarat perceraian bagi suami meliputi: akil, 
baligh dan atas kehendak sendiri atau tanpa adanya paksaan 
dari pihak lain. Kedua, syarat bagi isteri, meliputi: istri yang 
ditalak tidak di masa ‘iddah dan sebagai istri dari akad yang sah. 
Ketiga, syarat dalam lafadz talak (sighat), yakni: talak dianggap 
sah apabila: (1) Lafadz yang diucapkan merupakan lafadz yang 
berkaitan dengan lafadz sharih atau kinayah; (2) Terdapat 
kejelasan ucapan yang menyatakan kehendak perceraian.21  
Berbagai persyaratan penjatuhan talak tersebut, apabila 
dianalisa dan dicermati secara seksama, nampaknya Fikih Islam 
tidak mensyaratkan secara spesifik, bahwa perceraian harus 
dilakukan di hadapan pengadilan. Dalam hal ini tentu dapat 
dipahami, bahwa penjatuhan talak di luar sidang peradilan, 
                                                                
19Asmaret, “Perceraian Melalui.,71. 
20Ahmad Ropei, “Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan 
Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab ‘ Uqûd Al-Lujayn),” Jurnal Al Hakam, Vol. 1.No. 
1. (2021), 7. 
21Kamaluddin dan Nugraha, “Perceraian Melalui., 9-10. 
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dalam Fikih dinilai sah dan sudah berimplikasi hukum 
terjadinya perceraian.22 Karena itu, penjatuhan talak melalui 
media WhatsApp, bisa saja terjadi dan dapat jatuh talak (sah), 
apabila persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Fikih Islam 
tersebut terpenuhi. Karena itu perlu dipahami bagaimana posisi 
penjatuhan talak melalui media WhatsApp  itu sendiri, yakni 
suatu bentuk perceraian yang dilakukan melalui penggunaan 
media aplikasi Smartphone berupa WhatsApp yang 
dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengirim pesan yang 
memuat kata-kata cerai atau talak. 
Fenomena penjatuhan talak melalui media WhatsApp  
merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan 
sekarang ini. Sebagai imbas daripada kemajuan teknologi dan 
kemudahan akses komunikasi, maka dalam kehidupan modern 
saat ini, perceraian melalui media sosial yang tersedia, seperti 
WhatsApp dapat dengan mudah dilakukan. Fikih Islam memang 
belum memberikan keputusan hukum yang spesifik terkait 
dengan penjatuhan talak melalui media WhatsApp. Namun 
demikian perlu ditelusuri, bahwa penjatuhan talak melalui 
media tulisan sudah lebih dahulu dijelaskan di dalam Fikih 
Islam. Bahkan penjatuhan talak melalui media tulisan telah 
menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha. Jumhur ulama 
mendudukkan perkara talak melalui media tulisan sebagai 
sesuatu yang sah dengan syarat-syarat sebagaimana 
dikemukakan di atas. Nampaknya jumhur ulama tidak 
mempersoalkan teknis penjatuhan talak tersebut, mengingat 
baik secara lisan ataupun tulisan, talak tetap menjadi sah 
asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, baik syarat yang melekat 
pada suami, isteri, dan juga sighat. Sighat harus mengandung 
ungkapan yang bermakna melepaskan ikatan pernikahan dan 
pemutusan hubungan suami istri.23 
Pendapat yang berbeda datang dari Ibnu Hazm yang 
memberikan komentar, bahwa penjatuhan talak melalui tulisan 
seperti berupa surat, hukumnya tidak sah dan tidak 
                                                                
22Latifah Ratnawaty, “Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam 
Dan Hukum Positif,” Jurnal Yustisi, Vol.4.No. 1. (2017), 118. 
23Amad Zahro, Fiqh Kontemporer (Jakarta: Qah Media Kreatifa, 2017),214. 
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mengandung implikasi hukum apapun.24 Dalam hal ini Ibnu 
Hazm berpendapat, bahwa talak hanya akan jatuh apabila 
dilafadzkan secara langsung. Karena itu, talak dalam bentuk 
surat bukanlah dimaknai talak yang dimaksudkan shara’, 
sebelum ungkapan talak itu dilafadzkan melalui ungkapan lisan. 
Ibnu Hazm juga berpendapat, bahwa apa yang dimaksud dengan 
talak melalui surat, sesungguhnya termasuk ke dalam perkara 
yang tidak diwajibkan dalam nash.25 Berdasarkan penuturan 
Ibnu Hazm tersebut terlihat, bahwa argumentasi hukum yang 
digunakannya adalah tidak ditemukannya petunjuk dalam al-
Qur’an maupun Hadis Nabi tentang adanya ucapan talak 
menggunakan surat atau tulisan. Namun demikian, faktanya, 
penjatuhan talak menjadi semakin terus berkembang, seperti 
dijatuhinya talak melalui surat atau tulisan bahkan 
menggunakan berbagai media aplikasi Smartphone seperti 
WhatsApp. 
Sebagaimana dikemukakan, bahwa mayoritas ulama 
menganggap talak melalui tulisan seperti surat hukumnya sah. 
Jumhur ulama memberikan pandangan, bahwa jika seorang 
suami yang akan menjatuhkan talak, kemudian ia menuliskan 
lafadz talak baik secara sharīḥ (jelas), seperti dengan 
mengirimkan surat kepada istrinya yang di dalamnya berisikan 
tulisan: “Saya menceraikan/mentalak kamu” ataupun dengan 
lafadz kināyah (kata samaran) seperti: “Saya telah 
melepaskanmu”, dan disertai dengan niat (menjatuhkan talak 
kepada istrinya), maka jumhur ulama mengatakan, bahwa talak 
tersebut hukumnya sah. Dasar pertimbangan dalam 
memberikan status hukum tersebut bahwa talak melalui tulisan 
adalah sah, bertolak dari pemikiran, bahwa kedudukan tulisan 
yang terdiri dari huruf-huruf yang dapat dipahami bentuk dan 
maknanya, dapat disetarakan dengan kedudukan lafadz yang 
dilafadzkan oleh lisan.26 Pendapat ini seperti yang dikemukakan 
                                                                
24Adang Djumhur Salikin et al., “Talak Melalui SMS (Short Message Service),” 
Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3.No. 2, (2018), 294. 
25Ibnu Hazm, Al-Muḥallā (Kairo: Dārul Fikr, n.d.). 196. 
26Moh. Nurussalam Afifi, “Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam,” 
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26, no. 3 (2020): hal 287. 
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di kalangan madzhab Syafi’iyah yang menyatakan, bahwa 
tulisan memiliki status sebagaimana lafadz di dalam talak. Oleh 
sebab itu, talak melalui tulisan, akan jatuh apabila memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditentukan.  
Lebih lanjut pendapat ini menerangkan, bahwa syarat-
syarat tersebut meliputi: pertama, harus ada niat menjatuhkan 
talak ketika suami menuliskan tulisan berisikan talak tersebut 
kepada istrinya. Penjatuhan talak dengan tulisan ini, dapat 
digunakan seperti oleh orang yang bisu (tidak dapat berbicara), 
maka ia bisa melakukannya dengan tulisan. Kedua, tulisan yang 
berisikan pernyataan talak tersebut, harus ditulis pada media 
yang berbekas, seperti kertas, daun, kulit, dinding dan lain-lain. 
Dengan demikian, apabila tulisan tersebut bukan ditulis pada 
media yang tidak berbekas seperti di tulis di atas air, udara, 
maka sekalipun disertai niat, talaknya tidak jatuh (tidak sah). 
Ketiga, dalam menuliskan talak, suami harus secara langsung 
menuliskannya atau tidak boleh ditulis oleh orang lain, 
sekalipun atas perintah suami. Maka dari itu, apabila tulisan 
tersebut ditulis oleh orang lain, maka talaknya tidak dihukumi 
sah karena tulisan tersebut disyaratkan ditulis oleh suami 
secara langsung.27 
Penjelasan mengenai status hukum penjatuhan talak 
melalui tulisan yang berupa surat dapat dijadikan rujukan untuk 
memecahkan masalah hukum penjatuhan talak melalui media 
WhatsApp dengan menggunakan pendekatan analogis, yang 
dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan metode qiyas. Hal ini 
didasarkan pada kesamaan illat yang melekat antara pesan surat 
dengan media aplikasi WhatsApp, dimana keduanya sama-sama 
media komunikasi tulisan dan meninggalkan bekas atau 
jejaknya dapat dilacak. Oleh sebab itu, apabila merujuk pada 
pendapat jumhur ulama, maka penjatuhan talak melalui media 
WhatsApp , hukumnya adalah jatuh, karena tulisan berupa pesan 
dalam aplikasi WhatsApp adalah mewakili ucapan sehingga 
hukum tulisan sama dengan hukum ucapan.28 Berdasarkan 
pemahaman ini, maka talak melalui media WhatsApp hukumnya 
                                                                
27Umami, “Akurasi Whatsapp., 96-97. 
28Asmaret, “Perceraian Melalui., 72. 
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sah sebagaimana talak yang dijatuhkan dengan ucapan secara 
langsung. Namun demikian perlu diperhatikan, bahwa tulisan 
pesan dalam WhatsApp tersebut disyaratkan haruslah berupa 
tulisan yang jelas, yakni tulisan yang meninggalkan jejak yang 
terbaca, seperti tulisan pada kertas, kayu, kulit, batu, dinding, 
tanah. Dalam aplikasi WhatsApp, tulisan tersebut tentu 
meninggalkan jejak digital. Kemudian, ketika menuliskan pesan 
WhatsApp tersebut, suami harus benar-benar memiliki niat 
untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. 
Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, secara 
jelas dapat dipahami, bahwa hukum talak melalui media 
WhatsApp, adalah sah dengan diqiyaskan kepada talak yang 
dilakukan secara tertulis seperti melalui surat. Illat hukumnya 
yakni keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan 
verbal (lisan). Oleh sebab itu jumhur ulama sepakat, bahwa hal 
tersebut dapat dikenakan jatuh talak dengan alasan tulisan 
memiliki kedudukan sama dengan ucapan.29 Berbeda dengan 
pendapat jumhur ulama, Ibnu Hazm berpendapat, bahwa talak 
melalui tulisan hukumnya adalah tidak sah, dengan dasar bahwa 
talak melalui tulisan tidak ditemukan petunjuknya baik dalam 
al-Qur’an maupun hadis Nabi. Pendapat Ibnu Hazm ini 
nampaknya sejalan dengan rumusan hukum dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang hukum perceraian di 
Indonesia yang hanya mengakui perceraian dilakukan di 
hadapan sidang pengadilan. Karena itu dalam hukum positif 
yang berlaku di Indonesia, pengucapan talak harus dilakukan di 
hadapan sidang pengadilan melalui pembacaan ikrar talak, jika 
tidak demikian maka perceraian tidak diakui oleh negara. Hal 
inilah yang kemudian memberikan implikasi hukum, bahwa di 
antara pihak pihak (suami-istri) tetap terikat menurut hukum 
negara.30 Keabsahan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan 
                                                                
29Wahbah Az-Zuhayli, Fiqh Al-Islāmī Wa Adilatuhu, Jilid VII (Beirut: Dār al-Fikri, 2001), 
382. 
30Hepi Duri Jayanti, “Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan 
Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama 
ArgamakmurNomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM),” Jurnal Qiyas, Vol. 3, No. 1. (2018), 
103. 
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ini dinilai sebagai bentuk pembaharuan dalam hukum keluarga 
Islam berkenaan dengan masalah perceraian. 
Oleh sebab itu, dalam paradigma pembaharuan hukum 
keluarga Islam mengenai status hukum penjatuhan talak, 
sekalipun perkembangan teknologi-informasi telah 
memberikan kemudahan akses bagi keberlangsungan 
komunikasi di era modern saat ini, termasuk penggunaannya 
dalam mengakhiri hubungan rumah tangga dalam bentuk 
menjatuhkan talak melalui aplikasi WhatsApp. Namun, 
penjatuhan talak melalui media WhatsApp ini dinilai sebagai 
tindakan yang mengandung unsur semena-mena kaum laki-laki 
terhadap perempuan. Talak dengan cara ini juga dipandang 
tidak memperlihatkan aspek manusiawi, terutama dalam hal 
penghargaan terhadap kaum perempuan serta kurang begitu 
mencerminkan aspek kemaslahatan yang tidak sejalan dengan 
prinsip penegakan syari’at, bahwa hukum harus menunjukkan 
kemaslahatan. Maka untuk menjaga kemaslahatan tersebut, 
kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai usaha 
pembaharuan hukum nampaknya sudah cukup tepat berkenaan 
dengan pengaturan ikrar talak yang harus dibacakan di hadapan 
sidang pengadilan, di samping hal tersebut juga ditujukan untuk 
memberikan perlindungan hukum dengan berpegang pada asas 
persamaan hak bagi pasangan suami istri dalam hal-hal yang 
berkenaan dengan perceraian dan dampak hukumnya.31 Pada 
tataran ini terlihat, bahwa apa yang dirumuskan oleh 
pemerintah melalui rumusan hukum terkait penjatuhan talak di 
hadapan pengadilan, memiliki sisi relevansi cukup signifikan 
dengan nilai-nilai kemaslahatan yang harus diwujudkan. Hal ini 
bahkan sejalan dengan kaidah bahwa:  “Tindakan atau kebijakan 
seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya 
harus dikaitkan denga nkemaslahatan”. 
Penjatuhan talak melalui media WhatsApp, di satu sisi 
memang mengandung unsur kebaikan terutama bagi suami 
yang tidak bisa bicara (bisu) ketika hendak menjatuhkan talak 
kepada isterinya, maka tulisan atau pesan WhatsApp  dinilai 
                                                                
31Abdulloh Munir, “Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif 
Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur,” Jurnal Mahakim, Vol. 3.No. 2. (2019), 105. 
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mampu menjadi media penjatuhan talak. Namun sisi 
keburukannya juga jauh lebih besar, seperti membuat isteri 
sebagai kaum perempuan merasa terhina karena dijatuhkan 
talak sepihak dan secara tidak langsung. Maka dari itu, potensi 
suami untuk berlaku semena-mena dalam konteks talak di luar 
pengadilan, seperti melalui WhatsApp, menjadi sangat terbuka, 
di samping juga tindakan ini tidak mencerminkan asas 
mempersulit perceraian.32 
Meskipun dalam pandangan jumhur ulama, talak melalui 
WhatsApp  merupakan hal yang diperkenankan dan dapat jatuh 
talak (sah), namun aspek relevansinya dalam kehidupan di 
Indonesia yang notabene menganut negara hukum, penjatuhan 
talak harus diikrarkan di hadapan pengadilan sebagai legalitas 
dan keabsahan serta sejalan dengan semangat, bahwa talak 
adalah suatu hal yang harus diberikan ruang sempit dan 
dilakukan secara hati-hati. Keharusan perceraian di depan 
pengadilan agama ini semata-mata untuk mewujudkan 
kehidupan damai, aman, tertib, dan sejahtera yang sejalan 
dengan semangat, bahwa Islam adalah agama rahmat yang 
mampu memberikan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pendapat 
dari kalangan ulama fiqh yang mengatakan, bahwa penjatuhan 
talak melalui tulisan dengan berbagai media baik surat maupun 
Whatsap serta aplikasi komunikasi lainnya adalah sah, tidak 
memiliki relevansi dengan usaha mewujudkan nilai-nilai 
kemaslahatan dalam kehidupan di era modern saat ini dan tidak 
sejalan dengan prinsip pembaharuan hukum keluarga di bidang 
perceraian yang berorientasi pada usaha meraih maslahat dan 
menolak kemadaratan. 
Penutup 
Penjatuhan talak melalui media WhatsApp merupakan 
salah satu dinamika perceraian yang seringkali terjadi di era 
kemajuan teknologi saat ini. Dalam kajian hukum Islam, status 
hukum penjatuhan talak melalui media WhatsApp telah 
melahirkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama 
fuqaha. Jumhur ulama dalam hal ini berpandangan, bahwa 
                                                                
32Nurdin Bakri dan Antoni, “Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 
Tahun 2015 Tentang Talak,” Jurnal Samarah, Vol. 1.No. 1. (2017), 52 
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penjatuhan talak melalui media WhatsApp dihukumi sah dalam 
arti jatuh talak dengan diqiyaskan kepada penjatuhan talak 
melalui media tulisan seperti surat. Illat yang dimiliki WhatsApp  
dan surat adalah sama terutama dalam hal keduanya adalah 
media komunikasi yang berupa tulisan yang berisikan pesan 
talak. Tulisan dalam hal ini, didudukkan setara dengan ucapan. 
Namun demikian, pendapat berbeda dikemukakan oleh Ibnu 
Hazm yang berpandangan, bahwa penjatuhan talak melalui 
tulisan seperti dengan menggunakan media WhatsApp, tidak 
dihukumi jatuh talak dengan alasan tidak ditemukannya 
petunjuk secara langsung dari al-Qur’an dan Hadis Nabi. 
Pendapat kedua ini adalah pendapat yang memiliki sisi relevansi 
dengan semangat pembaharuan hukum keluarga Islam di 
Indonesia berkenaan dengan masalah perceraian, dimana talak 
dapat dijatuhkan apabila diikrarkan di hadapan sidang 
pengadilan. Selain itu, sebagai upaya menghindari tindakan 
semena-mena suami terhadap isteri dalam hal menjatuhkan 
talak secara sepihak melalui media WhatsApp dan juga dalam 
rangka mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan secara luas, maka 
penjatuhan talak melalui tulisan tidak perlu mendapatkan 
legalitas dan keabsahan dari ulil amri, karena penjatuhan talak 
harus diikrarkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, 
sekalipun jumhur ulama berpendapat bahwa penjatuhan talak 
melalui media WhatsApp hukumnya sah, namun memberikan 
kemudahan mejatuhkan talak secara semena-mena terhadap 
perempuan adalah hal yang harus dihindari karena tidak sejalan 
dengan semangat pembaharuan hukum yang berorientasi pada 
usaha mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan. 
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